
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam hukum internasional berdasarkan asas pacta sunt servanda , perjanjian 

hanya mengikat para pihak sebagaimana yang dilakukan Jepang dan Rusia 

pada Perjanjian Shimoda 1855, Perjanjian St. Petersburgh 1857, dan 

Perjanjian Portsmouth 1905. Sedangkan pada Deklarasi Kairo 1943, 

Konferensi Yalta 1945 yang dibuat oleh pemimpin sekutu, dan Perjanjian San 

Fransisco 1951 mengalihkan beberapa penguasaan pulau yang telah disepakati 

bersama sebelumnya antara Jepang dan Rusia/Uni Soviet diabaikan oleh para 

pihak dan ini melanggar asas pacta sunt servanda dan pacta tertiis nec nocent 

net prosunt. Tahun 1956 lahir Deklarasi Bersama Jepang-Rusia yang memuat 

bahwa Rusia bersedia mengembalikan Pulau Shikotan dan Habomai kepada 

Jepang, namun sampai saat ini perjanjian tersebut belum direalisasikan.  

2. Upaya penyelesaian sengketa antara Jepang dan Rusia tentang kepemilikan 

Kepulauan Kuril berdasarkan Konvensi Wina 1969 diatur dalam Pasal 65 ayat 

3 dan Pasal 66 Konvensi Wina 1969. Dalam Konvensi Wina 1969 

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat menggunakan cara-cara 

damai. Jika selama 12 bulan tidak tercapai suatu penyelesaian, maka prosedur 

yang dapat ditempuh yaitu melalui Mahkamah Internasional atau arbitrase 

berdasarkan kesepakatan para pihak, selain itu para pihak juga dapat 

menempuh penyelesaian dengan cara konsiliasi. Pembentukan Komisi 



 

 

Konsiliasi diatur dalam sebuah Annex atau tambahan diluar Konvensi Wina 

1969. Dalam kasus kepemilikan Kepulauan Kuril, Jepang dan Rusia telah 

menempuh cara-cara damai, yaitu negosiasi antar para pihak. Beberapa 

pertemuan telah dilakukan Jepang dan Rusia, namun sampai saat ini masih 

belum menemukan penyelesaian dari sengketa tersebut.  

B. Saran 

1. Rusia diharapkan dapat menjalankan isi perjanjian yang disepakati bersama 

Jepang untuk mengembalikan wilayah Kepulauan Kuril yang disengketakan 

kepada Jepang sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Jepang-Rusia 1956. 

2. Jepang dan Rusia dapat memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, 

Konsiliasi dan Mahkamah Internasional sebagaimana yang ditentukan dalam 

Pasal 66 Konvensi Wina 1969, hal ini dikarenakan upaya negosiasi  telah 

sering dilakukan namun kedua pihak masih belum menemukan jalan keluar 

atas permasalahan tersebut. 

 


